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Didit Herlianto
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Abstract

In Global report The Competitiveness Report 2011-2012 released by World
Economic Forum (WEF), rankings of Indonesian competitiveness alight from
the rankings 44 in the year 2010 becoming 46 year 2011 from 142 state. Even
experience of the degradation, but Indonesian remain to be assumed to have the
good enough performance among nations ASEAN, after Singapore, Malaysia,
Brunei Darussalam and Thailand. Governmental Role in creating national
competitiveness very needed. To increase governmental national competitiveness
of priority require to finish the big problems intensity able to pursue the national
competitiveness that is corruption and inefficient government bureaucracy.
From other side the governmental mentioned need also pursue independence all
relevant area with the pillar in improving national competitiveness. Real correct
independence do not fall in economic isolasionisme or refuse the international
economic interdependensi. There are some step real which must can be taken to
increase national competitiveness that is: 1) domestic cptimum market; 2) priority
of allocation energi to domestic industrial importance; 3) improving productivity
in industrial storey level; 4) design of incentive system in developing industrial
bases of national; 5) enlarging support from financial sector to domestic industry;
6) improving industrial ability; 7) independence develop build the availibility
of infrastructure; 8) lifting status of middle and small micro effort perpetrator
independence; 9) economics distribution which with justice to each every
area; and 10) have to have the high commitment to pursue the independence in
developing national competitiveness from all nation element namely government,
self-supporting institute of society, strength of society civil, parliament, enforcer
punish, financial institution, and perpetrator is effort.

Keywords: independence, national competitiveness, world economic forum.
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I. PENDAHULUAN

Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang
dikeluarkan World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia
turun dari peringkat 44 pada tahun 2010 menjadi 46 tahun 2011 dari 142 negara.
Penurunan peringkat daya saing Indonesia tahun ini menunjukkan perbaikan daya
saing yang dilakukan pemerintah tidak stabil, padahal laporan WEF tahun 2009-
2010 daya saing Indonesia mampu naik dari peringkat ke-54 menjadi ke-44. World
Economic Forum, menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu adalah forum
yang cukup dipandang di dunia dengan jumlah anggota sebagian besar adalah
perusahaan ternama, sehingga forum itu akan menjadi referensi bagi perusahaan
maupun negara-negara di dunia untuk berinvestasi. Ketika baru masuk, Indonesia
ranking 69, kalau mau diukur dari 69 ke 46 sudah banyak perbaikan, ujarnya.
Meskipun demikian pemerintah sadar masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan
seperti infrastruktur. Justru di satu sisi adalah hambatan, tapi di sisi lain infrastruktur
itu peluang investasi kata Mendag. Untuk meningkatkan kembali peringkat daya
saing Indonesia, pemerintah sudah dan sedang melakukan upaya-upaya agar
investasi serta perdagangan tidak ikut menurun. Perbaikan dalam hal infrastruktur
yaitu bagaimana meningkatkan kerja sama publik dan pemerintah (Public-Private
Partnership) serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu yang harus diperbaiki berikutnya adalah
lembaga pemerintah terutama yang menjadi prioritas, yakni reformasi birokrasi.
Meski mengalami penurunan, namun Indonesia tetap dianggap memiliki kinerja

‘cukup baik di antara negara-negara ASEAN, setelah Singapura, Malaysia, Brunei
Darussalam dan Thailand. Penurunan daya saing Indonesia juga disebabkan oleh
faktor birokrasi yang dinilai masih berbelit sehingga dapat menghambat laju
investasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tingkat korupsi masih
ruwet.

Pengalaman sejumlah negara seperti Finlandia, Singapura, China, Jepang,dan
Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembangunan daya saing nasional sangatlah
kompleks dan membutuhkan jangka waktu lama. Namun pengalaman mereka dalam
beberapa hal bisa kita petik menjadi pelajaran berharga. Negara-negara tersebut
mampu mengubah herited-competitiveness menjadi created-competitiveness.
Daya saing tidak lagi bergantung pada ketersediaan dan berlimpahnya sumber daya
alam. Negara-negara tersebut mampu keluar dan mengubah minimnya kekayaan
alam menjadi kemampuan berinovasi untuk menghasilkan produk dan jasa bernilai
tinggi. Semua elemen bangsa tidak terkecuali pemerintah, parlemen, dan pelaku
usaha bersama-sama membangun sistem yang transparan, holistis, efisien, dan
mengedepankan aspek keterkaitan industri pusat-daerah. Bagi Indonesia hal ini
menjadi penting dilakukan lantaran kebijakan desentralisasi berpotensi membuat
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arah industri tidak fokus. Secara nasional pemerintah harus mampu mendesain
sistem insentif dalam hal start-up bisnis, inovasi, investasi, kemudahan perizinan,
prosedur ekspor, dan insentif pajak dalam membangun basis industri nasional.
Birokrat harus mampu bekerja secara efisien dan inovatif untuk mencari solusi dan
perlu juga adanya semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam
setiap pemilihan industri prioritas. Keterkaitan antara industri besar-menengah
dan UMKM perlu dijaga agar pemerataan pembangunan tercipta. Disamping itu
faktor kemandirian industri nasional harus dikedepankan untuk dapat mengejar
ketertinggalan dengan industri negara lain. Relevan dengan hal tersebut maka dalam
artikel ini akan dibahas bagaimana mengejar kemandirian untuk membangun daya
saing nasional di era keterbukaan ekonomi.

[I. DESKRIPSI DAYA SAING INDONESIA

World Economic Forum (WEF) kembali mempublikasikan laporan tahunan
mengenai daya saing global, yaitu The Global Competitiveness Report 2011-
2012. Competitiveness suatu negara di dunia diukur dari dua belas pilar indikator,
melalui apa yang disebut sebagai Global Competitiveness Index (GCI). Kedua
belas indikator tersebut yakni institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan
dan pendidikan, efisiensi produk, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar,
teknologi, target pasar, keandalan bisnis, serta inovasi. Penggabungan dua belas
pilar ini akan meningkatkan daya saing dan keterkenalan suatu produk negara di
dunia. Keterkenalan yang membuahkan kepercayaan pasar tersebut kemudian akan
memacu pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi ekspor maupun investasi. Laporan
GCI 2011-2012 disusun pada saat ekonomi dunia mengalami berbagai tantangan.
Krisis ekonomi dunia memang sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara,
namun ada beberapa negara yang berada pada puncak krisisnya seperti Yunani
dan beberapa negara Eropa lain. AS juga sedang mengalami pertumbuhan yang
menurun dengan tingkat pengangguran yang tinggi, demikian juga Jepang, yang
pada beberapa bulan lalu mengalami bencana alam yang dahsyat. Negara-negara
berkembang pada umumnya lebih bernasib baik, dengan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi sekitar 6%/tahun. WEF berharap agar dokumen yang rutin
dipublikasikan setiap tahun, sejak 30 tahun yang lalu ini mempermudah penilaian
potensi produktivitas di setiap negara. Dengan menyajikan berbagai faktor
kunci pendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat dipahami mengapa
suatu negara dapat lebih berhasil dibandingkan negara lain dalam meningkatkan
pendapatannya. Dengan kata lain, laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan
dalam menyusun rencana kebijakan ekonomi nasional suatu negara. Laporan
WEF menghimpun data-data ekonomi dari 142 negara, dimana data-data
ekonomi tersebut diolah untuk menghasilkan peringkat daya saing negara-negara.
Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor
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yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. Produktivitas
yang tinggi mencerminkan daya saing yang tinggi, dan daya saing yang tinggi
berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan selanjutnya
akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tahun ini peringkat daya saing dunia urutan 10 teratas masih didominasi
oleh negara-negara Eropa. Swiss negara paling kompetitif di dunia, disusul oleh
Singapura, Swedia, Finlandia (Lihat Tabel 1). Jepang adalah negara Asia ke 2
setelah Singapura yang menempati posisi sepuluh besar. AS berada pada posisi
ke 5 dan Inggris pada posisi ke 10. Pada tahun ini, Indonesia menempati posisi
ke 46, turun dua tingkat dari tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya
peringkat daya saing Italia (43), Lithuania (44) dan Portugal (45), serta turunnya
peringkat Siprus (dari 40 menjadi 57). Diantara negara-negara ASEAN (Lihat Tabel
2), posisi Indonesia di bawah Singapura (peringkat ke 2), Malaysia (peringkat
ke 21), Brunei Darussalam (peringkat ke 28), dan Thailand (peringkat ke 39).
Sedangkan Vietnam, Filipina dan Timor-Leste berada di belakang Indonesia, yaitu
peringkat ke 65, peringkat ke 75 dan peringkat ke 131. Jika dilihat dari perubahan
peringkat negara-negara ASEAN dari tahun 2010 ke tahun 2011 (Lihat Tabel 3),
Filipina cukup mengejutkan karena tahun 2011 naik 10 tingkat dari peringkat ke
85 tahun 2010, Malaysia naik 5 tingkat, Timor-Leste naik 2 tingkat, Singapura naik
1 tingkat dan Brunei Darussalam tetap, sedangkan yang mengalami penurunan
peringkat cukup tajam Vietnam yaitu turun 6 tingkat disusul Indonesia 2 tingkat
dan Thailand 1 tingkat.

Tabel 1. Sepuluh Negara Berdaya Saing Tertinggi Tahun 2011

1 5,74

Singapura 2 5,63
Swedia 3 5,61
Finlandia 4 5,47
AS 5 5,43
Jerman 6 5,41
Belanda 7 5,41
Denmark 8 5,40
Jepang 9 5,40
Ingeris 10 5,39

Sumber: World Economic Forum 2011

Tabel 2. Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2011
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Singapura 2 5,63
Malaysia 21 5,08
Brunei Darussalam 28 4,78
Thailand 39 4,52
Indonesia 46 4,38
Vietnam 65 4,24
Filipina 75 4,08
Timor-Leste 131 3,35

Sumber: World Economic Forum 2011

Tabel 3. Perubahan Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2011

Negara 3 Ranking 2011 | Ranking 2010 | Perubahan
Singapura 2 3 1
Malaysia 21 26 5
Brunei Darussalam . 28 28 0
Thailand 39 38 -1
Indonesia 46 44 -2
Vietnam 65 59 -6
Filipina 75 85 10
Timor-Leste 131 133 2

Sumber: World Economic Forum 2011

Penurunan peringkat daya saing Indonesia dipengaruhi oleh memburuknya
dukungan infrastuktur serta faktor korupsi dan suap yang menghalangi kemudahan
memulai bisnis. Meskipun kondisi makroekonomi meningkat di tengah
kekhawatiran inflasi, namun kondisi fisik infrastruktur seperti pelabuhan tidak
menunjukkan perbaikan dan pasokan listrik kian tidak dapat diandalkan. Sejak 2005,
World Economic Forum mendasarkan analisis daya saing ekonomi 142 negara di
dunia dalam Global Competitiveness Index (GCI). Indeks ini merupakan indikator
komprehensif yang mengukur pondasi mikroekonomi dan makroekonomi sebuah
negara untuk menentukan daya saing. Berdasarkan klasifikasi GCI, daya saing
Indonesia semakin bergantung kepada elemen-elemen yang lebih kompleks karena
Indonesia mulai memasuki tahap pertumbuhan ekonomi yang didorong efisiensi
pasar. World Economic Forum mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat
institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas sebuah
negara. Produktivitas mendasari tingkat kemakmuran yang bisa dicapai sebuah
negara. Produktivitas juga menentukan refurn yang didapat investor. Sementara
investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan. Semakin kompetitif maka
negara semakin cepat tumbuh dari waktu ke waktu. Sebagaimana disebutkan di
depan, peringkat daya saing dibentuk oleh 12 pilar, yang dikelompokkan ke dalam
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3 kelompok, yaitu Kelompok Persyaratan Dasar, Kelompok Penopang Efisiensi,
dan Kelompok Inovasi dan Kecanggihan Bisnis. Untuk Indonesia (Lihat Tabel
4) dari tiga kelompok pilar daya saing, hanya Kelompok Persyaratan Dasar yang
mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 7 tingkat (dari ke 60 menjadi ke 53).
Dua kelompok lain, yaitu Kelompok Penopang Efisiensi dan Kelompok Inovasi
dan Kecanggihan Bisnis, mengalami penurunan peringkat yang cukup besar, yaitu
masing-masing -5 dan -4. Sedangkan faktor penghambat daya saing Indonesia
masih didominasi oleh intensitas masalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang
tidak efisien (Lihat Tabel 5).

Tabel 4. Perubahan Peringkat Daya Saing Indonesia menurut Pilar Tahun 2011

; No ' : Pilar ‘Pe;l:fll?t Pe;l‘;llg{:m ! Peruba;han
Kelompok Persyaratan Dasar 53 60 7
1 Institusi 71 61 -10
2 Infrastruktur 76 82 6
3 Makroekonomi 23 35 12
4 Kesehatan dan pendidikan 64 62 D)
dasar
Kelompok Penopang Efisiensi 56 51 -5
5 Pendidikan tinggi 69 66 -3
6 Efisiensi pasar barang 67 49 -18
7 Efisiensi pasar tenaga kerja 94 84 -10
8 Pasar keuangan 69 62 -7
9 Kesiapan teknologi 94 91 -3
10 Besaran pasar 15 15 0
Kelompok. Inova§1 d_an 41 37 4
Kecanggihan Bisnis
11 Kecanggihan bisnis 45 37 -8
12 Inovasi 36 36 0
Sumber: World Economic Forum 2011
Tabel 5. Faktor-faktor Penghambat Daya Saing
gt e HEET Intellsitas
’ N° e F e e s MGl e
1 Korupsi 15.4
Birokrasi pemerintah yang tidak
2 . 14.3
efisien
3 Infrastruktur yang tidak memadai 9.5

Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper FE “UPN” Yogyakarta 16-18 November 2011 Buku 2



47

4 Ketidakstabilan politik 7.4
5 Akses pada pembiayaan 7.2
6 Tenaga kerja terdidik yang memadai 6.3
i Etika kerja yang buruk 6.2
8 Ketidakstabilan pemerintah 6.1
9 Inflasi 6.1
10 Peraturan pajak 6.0
11 ¥ Tingkat pajak 4.2
12 Peraturan buruh yang membatasi 3.6
13 Kriminalitas dan pencurian 2.7
14 Kesehatan umum yang buruk 2.5
15 Peraturan mata uang asing 2.3

Sumber: World Economic Forum 2011

1II. KAJIAN TEORITIS DAYA SAING

Teori Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinannya bahwa
teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak
mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh
keunggulan daya saing/competitive advantage (CA) jika perusahaan (yang ada di
negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan
industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan
memperoleh CA karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari
adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar
lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaaan dalam nilai-nilai nasional,
budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada
keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi
yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk.
Selanjutnya Porter mengajukan Diamond Model (DM) yang terdiri dari empat
determinan (faktor — faktor yang menentukan) National Competitive Advantage
(NCA). Empat atribut ini adalah: factor conditions, demand conditions, related and
supporting industries, dan firm strategy, structure, dan rivalry. Factor conditions
mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi, seperti tenaga kerja,
sumber daya alam, modal dan infrastruktur. Argumen Poter, kunci utama faktor
produksi adalah diciptakan bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan
sumber daya (factor disadvantage) seringkali membantunegara menjadi kompetitif.
Terlalu banyak (sumber daya) memiliki kemungkinan disia-siakan, ketika langka
dapat mendorong inovasi. Demand conditions, mengacu pada tersedianya pasar
domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya
saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-
produk superior, hal ini didorong oleh adanya permintaan barang dan jasa
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berkualitas serta adanya kedekatan hubungan antara perusahan dan pelanggan.
Related and Supporting Industries, mengacu pada tersedianya serangkaian dan
adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan
dukungan inibersifat positifyang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan.
Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan industrial
clusters atau agglomeration, yang memberi manfaat adanya potential technology
knowledge spillover, kedekatan dengan konsumer sehingga semakin meningkatkan
market power. Firm strategy, Structure and Rivalry, mengacu pada strategi dan
struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada
industri tertentu. Faktor Strategy dapat terdiri dari setidaknya dua aspek: pasar
modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi
perusahaan, sementara individu seringkali membuat keputusan karir berdasarkan
peluang dan prestise. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri
di mana personel kuncinya dianggap prestisius. Struktur mengikuti strategi dan
dibangun guna menjalankan strategi. Intensitas persaingan (rivalry) yang tinggi
mendorong inovasi. Porter juga menambahkan faktor lain; peran pemerintah dan
chance, yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan NCA. Peran
dimaksud, bukan sebagai pemain di industri, namun melalui kewenangan yang
dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan tantanan bagi industri. Pemerintah
menganjurkan dan mendorong industri agar mencapai level daya saing tertentu.
Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi,
perpajakan, pendidikan, fokus pada penciptaan dan penguatan factor conditions,
serta menegakkan standar industri. Poin utama dari DM, Porter mengemukakan
model pencipatan daya saing yang self-reinforcing, di mana persaingan domestik
menstimulasi tumbuhnya industri dan secara bersamaan membentuk konsumer
yang maju (sophisticated) yang selalu menghendaki peningkatan dan inovasi. Lebih
jauh DM juga mempromosikan industrial cluster. Kontribusi Porter menjelaskan
hubungan antara firm-industry-country, serta bagaimana hubungan ini dapat
mendukung negara dan sebaliknya. Dalam perkembangan selanjutnya teori DM
Porter ini banyak mendapat kritik dari peneliti dan akademisi, antara lain ada yang
mengatakan bahwa DM dibangun dengan pendekatan studi kasus dari 10 negara
maju sehingga cenderung hanya dapat diaplikasikan untuk Negara-negara maju
saja. Kritik ini mengatakan DM Porter agak sulit diterapan di negara berkembang
dan atau negara kecil yang domestic demand-nya juga kecil. Selain itu, argumen
Porter bahwa hanya arus keluar Foreign Direct Investment (FDI) yang berguna
bagi penciptaan CA, sementara arus masuk FDI tidak serta merta meningkatkan
domestic CA, argumen ini dikatakan hanya didukung oleh bukti empiris yang
sangat sedikit, pada kenyataannya, arus masuk FDI ikut pula berperan dalam
meningkatkan factor conditions. Kritik lain, DM tidak secara spesifik membahas
peran Multi National Company (MNC), padahal ada bukti yang menunjukkan
bahwa sukses DM juga dipengaruhi oleh eksistensi bisnis internasional.
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Rugman dan D’Cruz memperkenalkan Double Diamond Model (DDM).
Perbedaaan utama dari DDM dan DM terletak pada upaya Rugman dan D’Cruz
mengisi kekosongan (gap) yang ditinggalkan oleh Porter, yakni pada international
competitiveness. DDM menjelaskan bagaimana suatu interdependensi ekonomi
(regionalisasi.dan globalisasi) mempengaruhi interaksi suatu industri dan bahkan
sampai ke level perusahaan. Dalam DDM, faktor penentu CA tidaklah semata
berasal dari negara asal (Jocal enfironment) melainkan. juga dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi yang berkembang di negara lain.

Cho memperkenalkan Nine-Factor Model Cho (1994) berargumen bahwa
Model Diamond Porter memiliki keterbatasan ketika diaplikasikan di Negara-
negara sedang membangun seperti Korea. Cho menambahkan pentingnya peran
faktor manusia dan perbedaan type faktor fisik dalam menjelaskan daya saing
nasional. Faktor manusia termasuk pekerja, politisi/ birokrat, pengusaha, dan
profesional. Faktor fisik termasuk sumber daya nasional yang dimiliki, permintaan
domestik, industri pendukung dan terkait, serta lingkungan bisnis lainnya. Satu
faktor luar, peluang, ditambahkan untuk melengkapi sebagai paradigma baru dalam
model sembilan-faktor (NFM). Perbedaan antara NFM dan DM terletak pada
pembagian faktor dan dalam penambahan faktor-faktor baru. DM memasukkan
sumber daya alam dan pekerja ke dalam factor conditions, di pihak lain NFM
menempatkan sumber daya alam ke dalam kelompok sumber daya yang sudah
dimiliki (endowed resources), sementara faktor pekerja memiliki kesamaan. Daya
saing internasional diperoleh melalui faktor manusia yang mampu memobilisasi
faktor fisik. Daya saing hanya berarti di antara negara-negara yang memiliki
kesamaan comparative advantage yang bersaing dalam industri sejenis. Dengan
kata lain, posisi daya saing relatif di antara negara-negara sejenis dalam tahapan
pembangunan ekonomi, namun bukan di antara semua negara di dunia, merupakan
elemen penting bagi daya saing sebuah negara.

Richard Vietor mengetengahkan How Countries Compete? Pemerintah
perlu membantu negara dalam persaingan. Negara bersaing untuk berkembang,
hal ini merupakan salah satu hasil globalisasi. Negara bersaing untuk memperoleh
pasar, teknologi, ketrampilan dan investasi. Negara bersaing untuk tumbuh dan
meningkatkan standar hidup rakyatnya, mengurangi kemiskinan, mengakomodasi
urbanisasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam lingkunigan yang
kompetitifini, adalah pemerintah, secara bervariasi, yang menyediakan keunggulan
distinctive kepada perusahaan berupa: tingkat tabungan yang tinggi dan bunga
rendah bagi investasi, perlindungan hak cipta dan god governance, tenaga kerja
yang komit, termotivasi dan paham teknologi, tingkat inflasi yang rendah, serta
pasar domestik yang tumbuh dengan cepat. Pemerintah bertanggung jawab untuk
menyediakan keamanan, memastikan berfungsinya kontrak (perdata), mengelola
ekonomi makro, meminimalkan resiko, serta menyiapkan kebijakan industri.
Semua ini dilakukan dengan menciptakan dan melestarikan berbagai institusi —
politik, sosial, dan ekonomi melalui kemampuan masyarakat dalam berinteraksi

Buku 2 Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper FE “UPN” Yogyakarta 16-18 November 2011



50

dan bersaing. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam
kebijakan fiskal dan moneter yang keduanya secara bersama berpengaruh terhadap
kinerja ekonomi, namun juga dalam pembuatan kebijakan di sektor perumahan,
pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pertahanan. Di pihak
lain perusahaan .membutubhkan nilai tukar yang kompetitif, perlindungan hak
cipta, distribusi pendapatan yang seimbang, sesedikit mungkin korupsi, beberapa
kebijakan hambatan perdagangan (frade barriers). Semua ini dapat dilayani
kebijakan pemerintah yang efektif, oleh karenanya strategi pemerintah sangat
penting dan setiap birokrat pemerintah bertanggung jawab terhadap terciptanya
kebijakan yang efektif tersebut. Vietor mengajukan tiga kerangka analisis.
Pertama, memahami kondisi saat ini, manajer harus memiliki kemampuan untuk
menganalisa strategi dan struktur organisasi nation-state, dalam hal bagaimana
mereka menyesuaikan diri dengan konteks sosial politik dan bagaimana mereka
mempengaruhi kinerja ekonomi. Kedua, karena manajer pada umumnya lebih
tertarik pada “kemana arah pembangunan dari pada di mana posisi negara pada
saat ini”, maka perlu dipikirkan tentang masa depan, dalam konteks ini akan
bermanfaat untuk mempelajari frajectory atau roadmap rencana pembangunan
jangka panjang (RPJP). Meskipun disadari bahwa RPJP dapat berubah sewaktu-
waktu karena perang, kelangkaan pangan atau energi, huru-hara politik, atau
turbulensi ekonomi namun ketika perubahan mendadak tidak terjadi, pelaku
ekonomi dapat memperkirakan kinerja dan indikator-indikator ekonomi yang dapat
menjadi acuan bagi keputusan investasi dan bisnis. Ketiga, dengan tersedianya
RPJP, pelaku ekonomi dapat merancang skenario sederhana tentang apa yang akan
dilakukan dalam jangka pendek ke depan, dengan mengajukan alternatif pesimis
atau optimis.

Teori DM Porter menjelaskan bagaimana suatu negara dapat mencapai
NCA, diamon model yang digunakan sebagai fools of analysis mendapat kritik
dari akademisi dan peneliti lain. Arguman pengritik dapat dipahami karena mereka
melihat dari perspektif lain yang lebih luas berdasar data yang berbeda dari yang
digunakan Porter ketika mengembangkan model diamond. Perbedaan — perbedaan
ini tidak mengurangi esensi dari penciptaan NCA yang berada pada firm dan
industri. Baik Porter, Rugman, Cho dan Vietor memiliki kesepahaman tentang
peran pemerintah dalam menciptakan daya saing nasional.

IV. MEMBANGUN DAYA SAING NASIONAL MELALUI

KEMANDIRIAN
Seperti kita ketahui bahwa peran pemerintah dalam menciptakan daya saing
nasional sangatlah diperlukan. Untuk itu dalam meningkatkan daya saing nasional
pemerintah perlu memprioritaskan menyelesaikan intensitas permasalahan besar
yang dapat menghambat daya saing nasional. Disamping hal tersebut pemerintah
perlu pula mengejar kemandirian di segala bidang yang relevan dengan pilar-pilar
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dalam meningkatkan daya saing nasional. Kemandirian yang benar pada era seperti
sekarang adalah tak terperosok dalam isolasionisme ekonomi atau menolak
interdependensi ekonomi internasional. Pada saat yang sama negara manapun
harus mengambil langkah sistematis dan terencana untuk meningkatkan daya
saing di dalam negeri. Terdapat beberapa langkah konkret yang mesti dapat diambil
untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertama, optimalisasi pasar domestik.
Berbagai negara mulai mengoptimalisasi pasar domestik dan memperkuat daya
beli dalam negeri. Melakukan kemandirian inovasi pasar dalam negeri sendirl.
Dalam banyak kasus, Negara lain dengan cerdiknya, menutup pasar dalam negeri
bagi orang luar. Indonesia sudah merasakan bagaimana asas resiprokal dunia
perbankan tak berlaku di beberapa negara kendati kita sudah membuka besar-
besaran keran investasi perbankan asing di negara ini. Bank-bank nasional kita
tidak mudah membuka cabang di Malaysia ataupun di China. Sementara bank
kedua negara itu merajalela sampai ke negara kita. Ini menunjukkan masing-
masing negara berupaya agar pasar domestiknya sedapat mungkin digarap oleh
kemandirian industri di dalam negeri. Kedua, alokasi energi bagi kepentingan
dalam negeri. Setelah kita menjadi net importir minyak, batu bara dan gas masih
tersedia. Sayangnya, sebagian besar energi kita yang masih ada ini belum diarahkan
untuk kepentingan memperkuat kemandirian industri dalam negeri. Industri-
industri kita banyak yang tidak mampu bersaing lagi dengan produk luar yang
notabene dihidupkan oleh gas dan batu bara dari Indonesia. F akta ini menunjukkan
negara-negara importir gas kita berhasil melakukan efisiensi kendati hampir semua
bahan bakunya diimpor. Dibutuhkan kebijakan energi untuk memihak kemandirian
industri dalam negeri. Ketiga, meningkatkan produktivitas di tingkat industri
(industry level). Bila energi nasional kita cukup, langkah berikut adalah perhatian
yang teramat sangat mengangkat competitive advantage sesuai dengan kompetensi
dan sumber daya masing-masing yang dimiliki. Disini mencakup bagaimana
mengamankan kebutuhan bahan baku industri serta meningkatkan kemandirian
inovasi. Persaingan yang teramat ketat di tingkat global membuat industri dalam
negeri harus melakukan kemandirian inovasi agar bisa bersaing sambil perlahan
melakukan transformasi dari herited-competitiveness menjadi created-
competitiveness, di mana industri tak lagi bergantung pada ketersediaan dan
berlimpahnya sumber daya alam. Desentralisasi pemerintahan membawa angin
segar bagi iklim demokrasi. Distribusi anggaran juga kemudian mulai merata.
Namun, yang harus diantisipasi adalah desentralisasi membuat arah industri
semakin tidak fokus. Dampak desentralisasi ini membutuhkan kemampuan
koordinasi yang kuat dan efektif atas fokus industri pada tingkat kepemimpinan
nasional. Keempat, mendesain sistem insentif dalam hal start-up bisnis, inovasi,
investasi, kemudahan perizinan, prosedur ekspor, dan insentif pajak dalam
membangun basis industri nasional. Kita masih ingat International Finance
Corporation (IFC) bersama Bank Dunia merilis hasil penelitian tentang daya saing
kota-kota di Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha pada 2010. Bandung
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dan Yogyakarta terpilih sebagai kota yang nyaman untuk berusaha berdasarkan
kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mengurus izin pendirian usaha, dan
pendaftaran properti. Herannya, secara nasional Indonesia menempati posisi di
belakang yakni ke-122 dari 183 negara yang disurvei, lebih buruk dibandingkan
dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (1), Thailand (12), dan
Malaysia (23). Ini menunjukkan daya saing kita masih sebatas gerakan lokal yang
sporadis dan dimotori pemimpin-pemimpin daerah yang memperoleh banyak
pencerahan akan pentingnya membangun daya saing nasional pada era keterbukaan
dan pasar bebas. Oleh sebab itu, meski semangat otonomi daerah dapat membawa
angin perubahan dan pemerataan, dibutuhkan sentralisasi kebijakan dan kampanye
daya saing pada level nasional. Riak-riak kebangkitan daerah meningkatkan daya
saing daerah mesti disambut oleh pusat dan dikelola dengan berbagai tindakan dan
pendekatan secara makro yang efektif seperti insentif fiskal, moneter, peraturan
perundang-undangan, bunga kredit, dan kepastian hukum. Kelima, dukungan dari
sektor keuangan. Daya saing industri makin lemah dengan kurang kondusifnya
dukungan sektor keuangan. Industri masih mengeluhkan tingginya suku bunga
pinjaman serta masih rendahnya alokasi kredit investasi. Kalangan perbankan
sendiri merasa tak nyaman dengan undisbursed loan yang sudah melewati Rp470
triliun dan trennya terus naik. Perbankan juga masih dibayangi oleh persepsi risiko
yang tinggi. Pada saat yang sama, bank-bank masih membukukan pertumbuhan
laba yang fantastis di atas 28%, ditopang sektor konsumsi. Keenam, industri olahan
masih rendah. Akibat berbagai persoalan, industri olahan kita sulit berkembang,
padahal potensinya sangat besar. Nilai tambah dari hasil bumi kita pun jadi hilang.
Sebagai contoh, kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kita harus
meningkatkan pengolahan CPO dan meningkatkan diplomasi dagang ke berbagai
negara. Meski memiliki lahan sawit lebih kecil dari Indonesia, Malaysia mampu
mengembangkan industri olahan permintaan CPO lebih dominan daripada produk
turunannya. Caranya, Malaysia membangun industri olahan CPO di negara-negara
tujuan ekspor. Harus ada kebijakan secara sistematis dan terencana bagaimana
menjadikan CPO sebagai kontributor utama bagi kekuatan ekonomi nasional
sekaligus memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Ketujuh, kemandirian
membangun ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur tak hanya kunci untuk
memenangi persaingan global, tetapi juga penting untuk meningkatkan
produktivitas di semua sektor. Banyak proyek infrastruktur mangkrak karena
berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya keuangan akibat krisis kenangan
global 2008 atau masalah pembebasan lahan. Kedelapan, mengangkat status
kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada era
perdagangan bebas seperti sekarang, keberpihakan tidak bisa dinafikan bila
UMKM kita hendak diangkat ke tingkat yang lebih bermartabat dan bersaing.
Daya saing UMKM kita masih lemah dibandingkan dengan UMKM China yang
rata-rata mampu menembus pasar internasional. UMKM terus-terusan menjadi
komoditas politik. Kita juga belum menemukan formula atau katalisator yang
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pakem untuk menggerakkan UMKM ke level industri menengah ke atas.
Kesembilan, daya saing kita akan ditentukan oleh distribusi ekonomi yang
berkeadilan untuk setiap daerah. Desentralisasi politik dan demokrasi telah menjadi
entry point tersendiri bagi Indonesia di hadapan dunia internasional. Produk
rurunan desentralisasi dan demokratisasi ini adalah stabilitas politik yang bagus
secara nasional. Belum ada dalam sejarah negara manapun di mana suatu negara
berhasil melakukan pemilihan kepala daerah lebih dari 400 kali dalam satu periode.
Dan terakhir untuk membangun daya saing memang bukanlah resep instan.
Negara-negara maju semacam Finlandia, Singapura, China, Jepang, dan Amerika
Serikat telah menginvestasikan waktu dan sumber daya sejak lama. Kita harus
punya komitmen yang tinggi untuk mengejar kemandirian untuk membangun daya
saing nasional dari semua elemen bangsa yakni pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, kekuatan sipil masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, penegak
hukum, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Apalagi era globalisasi seperti
sekarang ini, harkat dan martabat sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan
ekonomi dan kemandirian industri suatu negara serta pengaruhnya terhadap negara
lain.

V. PENUTUP

Peran pemerintah dalam menciptakan daya saing nasional sangatlah
"diperlukan. Untuk meningkatkan daya saing nasional pemerintah perlu
memprioritaskan menyelesaikan intensitas permasalahan besar yang dapat
menghambat daya saing nasional yaitu korupsi dan birokrasi pemerintah yang
tidak efisien. Disamping hal tersebut pemerintah perlu pula mengejar kemandirian
di segala bidang yang relevan dengan pilar-pilar dalam meningkatkan daya saing
nasional. Kemandirian yang benar adalah tak terperosok dalam isolasionisme
ckonomi atau menolak interdependensi ekonomi internasional.

Terdapat beberapa langkah konkret yang mesti dapat diambil untuk
meningkatkan daya saing nasional yaitu: 1) Optimalisasi pasar domestik; 2)
Prioritas alokasi energi bagi kepentingan industry dalam negeri; 3) Meningkatkan
produktivitas di tingkat industri; 4) Mendesain sistem insentif dalam membangun
basis industri nasional; 5) Memperbesar dukungan dari sektor keuangan
kepada industri dalam negeri; 6) Meningkatkan kemampuan industri olahan;
7) Kemandirian membangun ketersediaan infrastruktur; 8) Mengangkat status
kemandirian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 9) Distribusi
ekonomi yang berkeadilan untuk setiap daerah; dan 10) Harus punya komitmen
yang tinggi untuk mengejar kemandirian dalam membangun daya saing nasional
dari semua elemen bangsa yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
kekuatan sipil masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, penegak hukum, lembaga
keuangan, dan pelaku usaha.
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